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Abstrak
Penelitian ini menganalisis kepastian hukum pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat Final dan Pajak Penghasilan bersifat Tidak Final serta menganalisis bentuk penyelesaian konflik hukum atas pengenaan Pajak Penghasilan pada sektor jasa konstruksi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi, terutama dalam hal penentuan kualifikasi usaha. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan analisis sistematika hukum dengan menggunakan asas hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan erat dengan pengenaan pajak atas jasa konstruksi, yang diperoleh melalui studi dokumentasi untuk mengidentifikasi pengertian pokok dan/atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Konflik hukum pada sektor pajak penghasilan jasa konstruksi dapat diselesaikam dengan interpretasi yang telah memenuhi 3 (tiga) asas dalam contextualism dan asas preferensi hukum, yaitu asas lex superiori derogat legi inferiori. Dengan asas lex superiori derogat legi inferiori tersebut, Pasal 23 Undang – Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) lebih unggul dari pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Pengenaan pajak dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final dikenakan pada Jasa Konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha. Namun apabila tidak memiliki kualifikasi usaha, maka tidak dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh, melainkan dikenai Pasal 23 UU PPh.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Pajak Penghasilan, Jasa Konstruksi

A. PENDAHULUAN
Sektor perpajakan mampu memberikan peranan yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Peningkatan pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan, memberikan sumbangan positif terhadap upaya untuk menurunkan volume dan rasio defisit anggaran maupun rasio stok utang Negara terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tapi permasalahan pajak terus berlangsung[footnoteRef:1]. [1:  Nor Hasan, ‘Pengaruh Self Assessment System Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Pada KPP Madya Surabaya)’, FEB Universitas Airlangga, 2017, p. 1.] 

Sektor jasa konstruksi, pada tahun 2016 berada di posisi ketiga sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan kontribusi 0,51 persen setelah sektor Industri pengolahan dan sektor perdagangan[footnoteRef:2]. Akan tetapi, kepastian pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi masih menjadi masalah yang sering dihadapi oleh pelaku jasa konstruksi. [2:  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sektor Konstruksi Tempati Posisi Ketiga Penyokong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016, di akses melalui http://www.pu.go.id/berita/12187/Sektor-Konstruksi-Tempati-Posisi-Ketiga-Penyokong-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia-2016 diakses pada 10 Oktober 2018.
] 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), penghasilan dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak penghasilan dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan. Kemudian atas penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak penghasilan dibagi lagi menjadi dua, yaitu pengenaan pajak penghasilan bersifat final dan pengenaan pajak penghasilan bersifat tidak final. Dalam hal ini termasuk pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang memiliki pengenaan pajak penghasilan bersifat final dan pengenaan pajak penghasilan bersifat tidak final.
Pengenaan pajak bersifat final dan tidak final atas jasa konstruksi di Indonesia sebagaimana tampak pada tabel 1.1 di bawah ini : 
Tabel 1.1
Perbedaan Pasal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi
	Keterangan
	Usaha Jasa Konstruksi
	Jasa Konstruksi

	Dasar hukum
	PPh Final ((Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh))
	PPh Tidak Final ((Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh))

	Bunyi aturan
	Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final : d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

	Sifat pajak
	Final
	Tidak final


Sumber : Bahan hukum primer yang telah diolah

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Hal tersebut tampak dengan jelas dengan diaturnya ke dalam dua pasal yang berbeda. Meskipun secara definisi, tidak ada perbedaan antara aturan satu dengan yang lainnya mengenai jasa konstruksi sebagaimana tampak pada tabel 1.2 dibawah ini :
Tabel 1.2
Definisi Jasa Konstruksi

	No
	Dasar Hukum
	Bunyi Aturan

	1
	Pasal 1 angka 2 PP No 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
	Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

	2
	 Pasal 1 Angka 1 UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
	Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

	3
	 Pasal 1 Angka 2 UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
	Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.


Sumber : Bahan hukum primer yang telah diolah
Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atas definisi atau ketentuan umum mengenai jasa konstruksi, perencana konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pengawas konstruksi antara undang-undang nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi (UU Jasa Konstruksi) dan peraturan pemerintah nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi (PP PPh Jasa Konstruksi).
Sedangkan perbandingan pengenaan tarif pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf d dan pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, sebagaimana tampak pada tabel 1.3 dibawah ini :
Tabel 1.3
Perbedaan Tarif Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi
	Keterangan
	Usaha Jasa Konstruksi
	Jasa Konstruksi

	Dasar Hukum
	PP No 51 Tahun 2008 juncto PP No 40 Tahun 2009
	Pasal 23 Ayat (1) huruf c UU PPh

	
	Pasal
	Tarif
	Kualifikasi Usaha
	

	Pelaksana
	Pasal 3 ayat (1) huruf a
	2%
	Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil
	2%

	
	Pasal 3 ayat (1) huruf c
	3%
	Penyedia Jasa yang memiliki  kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar 
	

	
	Pasal 3 ayat (1) huruf b
	4%
	Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
	

	Perencana dan Pengawas
	Pasal 3 ayat (1) huruf d
	4%
	Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha
	

	
	Pasal 3 ayat (1) huruf e
	6%
	Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
	


Sumber : Bahan hukum primer yang telah diolah

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tarif untuk pajak penghasilan atas jasa konstruksi berdasarkan Pasal 23 UU PPh adalah sebesar 2%. Sedangkan tarif untuk pajak penghasilan atas jasa konstruksi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh adalah ditentukan berdasarkan kualifikasi usaha pelaku jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
Akan tetapi, pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi berdasarkan aturan turunan Pasal 4 ayat (2) UU PPh terdapat kualifikasi tidak memiliki kualifikasi usaha. Sedangkan menurut UU Jasa Konstruksi sendiri, tidak ada kualifikasi tidak memiliki kualifikasi usaha. Hal ini menunjukkan adanya konflik aturan atas pengaturan pajak penghasilan atas jasa konstruksi terutama pada kualifikasi tidak memiliki kualifikasi usaha yang diatur juga dalam aturan turunan Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk meneliti adanya konflik atau kebiasan aturan yang mengatur pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi tersebut, yaitu meneliti mengenai konflik aturan terkait yang penting untuk segera dilakukan untuk menemukan solusinya karena sektor jasa konstruksi merupakan salah satu penyokong perekonomian nasional Indonesia.
Sesuai uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dikaji dalam studi ini, yaitu :
1. Apa karakteristik jasa konstruksi yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat Final dan Pajak Penghasilan bersifat Tidak Final?
2. Apa bentuk penyelesaian konflik aturan atas pengenaan Pajak Penghasilan pada sektor jasa konstruksi yang dapat memberikan kepastian hukum?

Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum aturantif atau biasa disebut penelitian yuridis aturantif[footnoteRef:3], yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum[footnoteRef:4] yang mencakup[footnoteRef:5] : [3:  H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 12.]  [4:  Ibid., h. 24.]  [5:  Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), p. 55.] 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
b. Penelitian terhadap sistematika hukum
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
d. Penelitian perbandingan hukum

Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu suatu penelitian tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang  akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian[footnoteRef:6]. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya[footnoteRef:7]. [6:  Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodo Penelitian Hukum Aturantif, Cetakan Ke (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), pp. 248–49.]  [7:  Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), p. 58.] 

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi, dalam hal ini aturan hukum yang ada[footnoteRef:8]. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi[footnoteRef:9]. [8:  loc. cit., h. 252.]  [9:  loc. cit., h. 60.] 


B. PEMBAHASAN
Konsep Pajak
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum[footnoteRef:10]. Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang sebagaimana yang tersurat dalam pasal 1 angka (1) UU KUP, yaitu : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. [10:  Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revi (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), p. 1.] 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
1. Iuran dari masyarakat kepada negara
Negara yang berhak memungut pajak dari masyarakat. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang atau jasa.
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau menurut suatu aturan perundang-undangan, sehingga memiliki kekuatan untuk memaksa.
3. Kontraprestasi
Tidak ada jasa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakat yang membayar pajak.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara
Yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Konsep pajak sebagaimana tersebut diatas, merupakan konsep pajak dari segi pajak yang berfungsi sebagai budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat umum untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Selain itu, pajak memiliki fungsi regulerend, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.
Negara sebagai organisasi yang berhak memungut pajak harus memenuhi syarat-syarat pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, yaitu[footnoteRef:11] : [11:  Erly Suandy, Hukum Pajak, Edisi 5 (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat, 2011), p. 28.] 

1. Syarat Keadilan
Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak juga harus adil.
2. Syarat Yuridis
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa, hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun Petuga Pajak harus diatur didalamnya. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2).
3. Syarat Ekonomis
Pungutan pajak haruslah menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kehidupan ekonomis dari masyarakat. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat Finansial
Sesuai fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara, maka biaya atas pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak seharusnya lebih kecil dari penerimaan pajak. 
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana[footnoteRef:12] [12:  Mardiasmo, op. cit, h. 2] 

Sitem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemungutan pajak oleh negara bukanlah tanpa dasar. Beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (justification) atas pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara adalah sebagai berikut[footnoteRef:13]: [13:  Mardiasmo, op. cit, h. 3] 

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Teori asuransi ini hanya memberi landasan, karena pada dasarnya teori ini tidak tepat untuk melandasi adanya pemungutan pajak. Premi kurang tepat bila diartikan sama dengan pajak, karena premi dalam teori ini seharusnya sama dengan retribusi yang kontraprestasinya dapat langsung dirasakan oleh pemberi premi[footnoteRef:14]. [14:  Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Edisi 5 (Jakarta: Salemba Empat, 2010), p. 21.] 

2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu : 
a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. 
b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. 
Teori daya pikul ini diterapkan dalam Pajak Penghasilan (PPh), dimana Wajib Pajak baru dikenakan PPh bila memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan memperoleh laba usaha bagi Wajib Pajak Badan[footnoteRef:15]. [15:  Erly Suandy, op. cit, h. 27] 

4. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 
5. Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
Pemungutan pajak dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Pengelompokan ini dilakukan karena setiap pajak yang dipungut memiliki kriteria sifat dan kegunaan yang berbeda–beda. Ketentuan mengenai perpajakan di Indonesia diatur dalam UU KUP. Terdapat pembedaan atau pengelompokan pajak yang didasarkan pada suatu kriteria, yaitu[footnoteRef:16] : [16:  Mardiasmo, op. cit, h. 5-6] 

1. Menurut Golongannya
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.
b. Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
Contoh : PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Konsep Pajak Penghasilan 
Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Artinya, PPh adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada subjeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak itu sendiri, dalam arti pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh[footnoteRef:17]. [17:  Erly Suandy, op. cit, h. 43] 

UU PPh mengatur pajak atas penghasilan atau laba yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. UU PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. UU PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. UU PPh menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak[footnoteRef:18]. [18:  Mardiasmo, op. cit, h. 123] 


Pajak Penghasilan Final dan Pajak Penghasilan Tidak Final
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), penghasilan dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu :
1. Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak penghasilan 
2. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan sesuai pasal 4 ayat (3) UU PPh
Kemudian atas penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak penghasilan dibagi lagi menjadi dua, yaitu :
1. Pengenaan pajak atas objek pajak penghasilan yang bersifat final sesuai pasal 4 ayat (2) UU PPh
2. Pengenaan pajak atas objek pajak penghasilan yang bersifat tidak final sesuai pasal 4 ayat (1) UU PPh
Pembagian Pajak Penghasilan (PPh) menjadi 2 (dua) bagian, yaitu PPh Tidak Final dan PPh Final didasarkan pada sifat pemotongan dan/atau pemungutannya[footnoteRef:19]. Sifat pemotongan dan/atau pemungutan PPh tersebut sebagaimana tampak pada tabel 2.1 dibawah ini : [19:  http://ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=168&list=1 diakses pada 12 Desember 2018] 


Tabel 2.1
Sifat Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh
	Pengenaan
	 Sifat Pajak  Penghasilan 

	
	Tidak Final
	   Final   

	Penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum dalam SPT Tahunan PPh Badan?
	Ya
	Tidak

	Biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenai (PPh Tidak Final/Final) dapat dikurangkan?
	Ya
	Tidak

	Bukti Potong (PPh Tidak Final/Final) dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan/atau dipungut?
	Ya
	Tidak


Sumber : Bahan nonhukum yang telah diolah

Jasa Konstruksi 
Jasa konstruksi secara jelas dapat diketahui dengan melihat dari definisi umumnya melalui dua peraturan, yaitu UU Jasa Konstruksi dan PP PPh Jasa Konstruksi. Menurut pasal 1 angka (1) UU Jasa Konstruksi bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
Lebih lanjut, definisi konsultansi konstruksi adalah layanan keseluruhan atas sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan ((Pasal 1 angka (2) UU Jasa Konstruksi)). Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan ((Pasal 1 angka (3) UU Jasa Konstruksi)).
Adapun pengertian jasa konstruksi menurut PP PPh Jasa Konstruksi tersurat dalam pasal 1 angka (2), angka (3), angka (4), angka (5), dan angka (6),  yaitu : 
(2) Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
(3) Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
(4) Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
(5) Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
(6) Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia, dapat berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Pasal 20 UU Jasa Konstruksi). Dan untuk menjalankan usaha jasa konstruksi tersebut, pelaku usaha jasa konstruksi diwajibkan memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
IUJK bisa didapat oleh pelaku usaha jasa konstruksi dengan syarat telah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi bagi badan usaha jasa konstruksi dan memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) dibuktikan dengan kepemilikan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) bagi usaha orang perseorangan jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing (Pasal 1 angka 11 UU Jasa Konstruksi). Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saat yang bersamaan.
Kualifikasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Peleksana Konstruksi meliputi :
a. usaha kecil; 
b. usaha menengah; dan 
c. usaha besar.
Sedangkan kualifikasi badan usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi meliputi :
a. usaha kecil; 
b. usaha menengah; dan 
c. usaha besar.
Kualifikasi badan usaha jasa perencana, pelaksana, dan pengawas konstruksi tersebut sesuai dengan yang tersurat pada Pasal 20 ayat (1) UU Jasa Konstruksi, yaitu : “Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
a. kecil;
b. menengah; dan
c. besar”.
Adapun Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang  telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu. Sedangkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keterampilan tertentu.
Pasal 9 ayat (1) LPJKN No. 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Peleksana Konstruksi dan Pasal 8 ayat (1) LPJKN No. 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi menyatakan bahwa “Kualifikasi Usaha Orang Perseorangan jasa perencana, pelaksana, dan pengawas konstruksi meliputi kualifikasi usaha orang perseorangan dengan subkualifikasi P”.
SKA dan/atau SKTK merupakan syarat untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP), yaitu sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kemampuan usaha jasa perencana, pelaksana, dan pengawas jasa konstruksi usaha orang perseorangan dengan ketetapan subklasifikasi dan subkualifikasi usaha.

Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi
Pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi memiliki pengenaan pajak penghasilan bersifat final dan pengenaan pajak penghasilan bersifat tidak final. Pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi diatur secara spesifik di dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final dan Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh yang bersifat tidak final. 
Pengenaan pajak bersifat final dan tidak final atas jasa konstruksi di Indonesia secara jelas sebagaimana tampak pada tabel 2.2 di bawah ini : 
Tabel 2.2
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi di Indonesia
	Keterangan
	Usaha Jasa Konstruksi
	Jasa Konstruksi

	Dasar hukum
	PPh Final ((Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh))
	PPh Tidak Final ((Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh))

	Bunyi aturan
	Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final : d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

	Sifat pajak
	Final
	Tidak final


Sumber : Bahan hukum primer yang telah diolah

Dari tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dibedakan menjadi dua, yaitu pajak penghasilan bersifat final berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh dan pajak penghasilan bersifat tidak final berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh.
Selain itu, berkenaan dengan besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas jasa konstruksi diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang memiliki peraturan turunan berupa PP No. 51 Tahun 2008 juncto PP No. 40 Tahun 2009 dan besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat tidak final atas jasa konstruksi diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara lebih rinci sebagaimana tampak pada tabel 2.3 dibawah ini :
Tabel 2.3
Tarif Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi
	Keterangan
	Usaha Jasa Konstruksi
	Jasa Konstruksi

	Dasar Hukum
	PP No. 51 Tahun 2008 juncto PP No. 40 Tahun 2009
	Pasal 23 Ayat (1) huruf c UU PPh

	
	Pasal
	Tarif
	Kualifikasi Usaha
	

	Pelaksana
	Pasal 3 ayat (1) huruf a
	2%
	Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil
	2%

	
	Pasal 3 ayat (1) huruf c
	3%
	Penyedia Jasa yang memiliki  kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar 
	

	
	Pasal 3 ayat (1) huruf b
	4%
	Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
	

	Perencana dan Pengawas
	Pasal 3 ayat (1) huruf d
	4%
	Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha
	

	
	Pasal 3 ayat (1) huruf e
	6%
	Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
	


Sumber : Bahan hukum primer yang telah diolah

Dari tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa tarif untuk pajak penghasilan yang bersifat final atas jasa konstruksi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh adalah ditentukan berdasarkan kualifikasi usaha pelaku jasa konstruksi. Pelaksana jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil dikenai tarif PPh sebesar 2%, Pelaksana jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar dikenai tarif PPh sebesar 3%, Pelaksana jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenai tarif PPh sebesar 4%, Perencana dan Pengawas jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha dikenai tarif PPh sebesar 4%, dan Perencana dan Pengawas jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenai tarif PPh sebesar 6%. Sedangkan untuk tarif pajak penghasilan yang bersifat tidak final atas jasa konstruksi berdasarkan Pasal 23 UU PPh, yaitu sebesar 2%.
Hal penting yang membedakan antara pengenaan pajak bersifat final berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh dan pajak penghasilan bersifat tidak final berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh adalah adanya kualifikasi usaha. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No. 51 Tahun 2008 juncto PP No. 40 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “kualifikasi usaha” adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi”.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembeda antara pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang bersifat final dan yang bersifat tidak final adalah kualifikasi usaha. Apabila pelaku jasa konstruksi memiliki kualifikasi usaha, maka dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final. Dan jika pelaku jasa konstruksi tidak memiliki kualifikasi usaha, maka dikenakan pajak berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh.

Kepastian Hukum
Suatu sistem perpajakan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, business purpose concept, terdapat kemudahan dalam melakukan pembayaran dan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak yang harus menanggung beban pajak tersebut[footnoteRef:20]. Kepastian hukum menunjukkan tidak ada peraturan yang bias dan diskriminatif dalam penyusunan maupun pelaksanaan peraturan perpajakan yang ada. [20:  S. M. Jones, Principles of Taxation for Business and Investment Planning, Internatio (Mc Graw-Hill, N.Y, 2007), p. 24. ] 

Kepastian hukum (certainty) dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan oleh Adam Smith dalam bukunya "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" yang lebih dikenal sebagai sebutan  The Four Maxims[footnoteRef:21], bahwa peraturan pajak harus bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Sedangkan pengertian kepastian hukum ini memang belum terdapat kesesuaian pemahaman, akan tetapi arti yang pasti adalah bahwa ketentuan undang-undang tidak boleh memberikan keragu-raguan. [21:  R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Llmu Hukum Pajak (Bandung: PT. Eresco, 1984), pp. 25–38.] 

Peraturan perundang-undangan harus dapat diterapkan secara konsisten untuk keadaan yang sama secara terus menerus, sehingga undang-undang harus disusun sedemikian rupa dan dengan demikian tidak akan memberikan peluang kepada siapapun juga untuk memberikan interpretasi yang lain dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.
Kepastian hukum dalam hukum perdata lain dari kepastian hukum dalam hukum publik. Dalam hukum perdata disamping dwingend recht (bersifat memaksa), ada juga aanvullendrecht (bersifat mengatur). Hukum perdata memberikan peluang kepada para pihak untuk mengatur sendiri hubungan antara mereka sehingga mereka sendiri wajib mengusahakan adanya kepastian hukum diantara mereka. Lain halnya dengan hukum publik, dalam hal ini hukum pajak yang merupakan yang wajib dipatuhi oleh umum atau semua orang[footnoteRef:22]. Sehingga ketentuan undang-undang harus jelas dan tegas, serta tidak memberikan peluang kepada siapapun untuk memberikan penafsiran lain dari kehendak pembentuk undang-undang. [22:  Rochmat Soemitro, Asas-Asas Hukum Perpajakan (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1991), p. 16.] 

Untuk memenuhi ketentuan asas kepastian hukum dalam pemungutan pajak, kita perlu memperhatikan adanya kepastian dalam beberapa hal, yaitu[footnoteRef:23]: [23:  R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan (Jakarta: Ind-HillCo., 1996), p. 5. ] 

1. Harus pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak;
2. Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajak kepada subyek pajak;
3. Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak;
4. Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terhutang tersebut harus dibayar.
Selain itu, Van Apeldorn mengemukakan dua pengertian tentang kepastian hukum, seperti berikut[footnoteRef:24]: [24:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), pp. 59–60.] 

1. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah kongkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.
2. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman oleh pihak penguasa.
Dari sisi Wajib Pajak, meskipun tidak memberikan nilai tambah langsung, kepatuhan pada kewajiban perpajakan dapat dianggap sebagai bentuk kesetiaan dan partisipasi atas beban penyelenggaraan pemerintahan dan wujud solidaritas untuk menciptakan kemakmuran bersama dengan syarat adanya kepastian hukum[footnoteRef:25].  [25:  Hartono Rahardjo, ‘Analisis Aspek Business Friendly Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah’, The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014, 1978 – 652 (2014), p. 59. ] 


Konflik Aturan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi
Pengaturan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang diatur dalam dua pasal yang berbeda pada UU PPh, yaitu Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final dan Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh yang bersifat tidak final dengan jelas dapat dibedakan melalui adanya kualifikasi usaha yang dimiliki pelaku jasa konstruksi sebagaimana tersurat dalam penjelasan aturan turunan dari Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh, yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No. 51 Tahun 2008 juncto PP No. 40 Tahun 2009. Artinya, jika pelaku jasa konstruksi memiliki kualifikasi usaha, maka dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final. Dan sebaliknya, jika pelaku jasa konstruksi tidak memiliki kualifikasi usaha, maka dikenakan pajak berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh.
Konflik aturan dalam pengaturan pajak penghasilan atas jasa konstruksi muncul ketika dikaitkan dengan pengaturan mengenai kualifikasi usaha yang menjadi “syarat kunci” agar masuk dalam kategori jasa konstruksi yang dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final.
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 51 Tahun 2008 juncto PP No. 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, pengenaan tarif pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang bersifat final ini dibedakan berdasarkan kualifikasi usaha yang dimiliki pelaku jasa konstruksi yang dalam hal ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian kualifikasi usaha, yaitu:
a. Kecil
b. Menengah
c. Besar
d. Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha
Kemudian, dengan jelas dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No. 51 Tahun 2008 juncto PP No. 40 Tahun 2009 tersebut bahwa “Yang dimaksud dengan “kualifikasi usaha” adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi”. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tersebut telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Akan tetapi, keberadaan LPJK tetap diakui sebagaimana tersurat dalam Pasal 103 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tersebut.
Pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi berdasarkan aturan turunan Pasal 4 ayat (2) UU PPh terdapat kualifikasi tidak memiliki kualifikasi usaha. Sedangkan menurut UU Jasa Konstruksi sendiri, tidak ada kualifikasi tidak memiliki kualifikasi usaha. Hal ini menunjukkan adanya konflik aturan atas pengaturan pajak penghasilan atas jasa konstruksi terutama pada kualifikasi tidak memiliki kualifikasi usaha yang diatur juga dalam aturan turunan Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
Arief Sidharta menjelaskan bahwa aturan yang kabur sebagai “pengertian yang kabur”. Pengertian yang kabur adalah pengertian yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis, sehingga lingkupannya tidak jelas. Tentang sebuah pengertian dapat dikatakan bahwa pengertian itu memiliki inti yang kurang lebih jelas, yang lingkupnya dapat ditentukan secara persis, tetapi bahwa disekelilingnya terdapat batas yang tidak jelas yang lingkupannya tidak dapat ditetapkan secara persis.[footnoteRef:26]  [26:  Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), p. 61.] 

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati dalam bukunya Argumentasi Hukum bahwa dengan adanya konflik aturan akan memunculkan persoalan berupa pertentangan antara aturan hukum dari peraturan-peraturan terkait yang secara bersama-sama diterapkan saat menghadapi satu kasus hukum.[footnoteRef:27] Konflik aturan antara peraturan perpajakan dengan peraturan jasa konstruksi ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam penerapan suatu ketentuan bagi masyarakat, terutama saat dihadapkan pada kasus hukum antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus). [27:  Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Cetakan Ke (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), p. 31.] 


Penyelesaian Konflik Aturan
Dalam hal adanya konflik aturan maka yang menjadi fokus permasalahan adalah terkait ketidakjelasan suatu aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Konflik aturan selain dapat menyebabkan permasalahan juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapan ketentuan-ketentuan tersebut bagi masyarakat.
Untuk menjawab permasalahan konflik aturan, diperlukan langkah – langkah analisis hukum (pemecahan masalah hukum)[footnoteRef:28] melalui interpretasi hukum (rechtsinterpretatie) yang bertujuan untuk memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu[footnoteRef:29]. [28:  Ibid h. 40]  [29:  http://lawyer.fahrul.com/2011/12/penafsiran-hukum-rechtsinterpretatie.html diakses pada 14 Desember 2018] 

Interpretasi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang pajak dan peraturan terkait dilihat sebagai suatu hal yang istimewa dan masalah yang luar biasa. Aparatur pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang, dalam hal ini petugas pajak (fiskus) terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sudah tentu akan mempergunakan segala cara penafsiran yang diperkenankan untuk memungut pajak yang sebanyak-banyaknya. Sebaliknya menurut Wajib Pajak, memandang pajak sebagai beban yang akan mengurangi “isi kantongnya”, sebab pajak itu harus dibayar dari pendapatan atau kekayaannya[footnoteRef:30]. [30:  R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan Ke (Bandung: PT. Eresco, 1993), p. 165.] 

Adapun interpretasi hukum (rechtsinterpretatie) yang dilakukan pada permasalahan ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum. Bruggink dalam Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati[footnoteRef:31] mengelompokkan macam-macam interpretasi dalam 4 (empat) model, yaitu : [31:  Op. cit h. 26] 

1. Interpretasi bahasa (de taalkundige interpretatie)
2. Historis undang-undang (de wetshistorische interpretatie)
3. Sistematis (de systematische interpretatie)
4. Kemasyarakatan (de maatshappelijke interpretatie)
Sedangkan berkaitan dengan interpretasi, McLeod dalam Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati[footnoteRef:32], mengemukakan 3 (tiga) asas dalam contextualism, yaitu: [32:  Op. cit h. 26 - 27] 

1. Asas Noscitur a Sociis
Artinya, suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya.
2. Asas Ejusdem Generis
Artinya, satu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya.
3. Asas Expressio Unius Exclusio Alterius
Artinya, kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. 
Tiga asas dalam contextualism tersebut, penggunaannya harus dilakukan secara berurutan.

Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi 
Titik tolak untuk menganalisis permasalahan ini, terutama dalam hal adanya kualifikasi usaha tidak memiliki kualifikasi usaha yang ada pada pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang dikenai Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Padahal, jika merujuk pada pengaturan mengenai kualifikasi usaha yang menjadi “syarat kunci” agar masuk dalam kategori jasa konstruksi yang dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final adalah adanya kualifikasi usaha. Artinya, jika tidak memiliki kualifikasi usaha maka tidak dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh, seharusnya dikenai Pasal 23 UU PPh.
Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kualifikasi usaha melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena yang diteliti adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kualifikasi usaha yang menjadi fokus sekaligus tema sentral pada penelitian ini dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan cara memahami unsur-unsur kualifikasi usaha yang ada pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kualifikasi usaha tersebut[footnoteRef:33]. [33:  Op. cit h. 245 – 252] 

Penjelasan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a PP No. 51 Tahun 2008 juncto PP No. 40 Tahun 2009 memberikan “sinyal” bahwa ketentuan ini berlaku bagi pelaku jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha, sehingga peraturan ini bersifat lex specialis derogat legi generali[footnoteRef:34]. Oleh karena itu, pelaku usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh LPJK, jika pelaku usaha jasa konstruksi berbentuk badan usaha, maka dikenakan pajak berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU Pajak Penghasilan, dan jika pelaku usaha jasa konstruksi berbentuk orang perorangan, maka dikenakan pajak berdasarkan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan. Namun demikian, ketidakjelasan penyebutan bentuk usaha pelaku jasa konstruksi, badan usaha atau orang perorangan, yang dikenakan tarif pajak berdasarkan ketentuan ini, memberikan permasalahan tersendiri yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum. [34:  Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 90.] 

Untuk memberikan kepastian hukum terkait ketidakjelasan ini, maka diperlukan penyandingan antara ketentuan kualifikasi usaha menurut peraturan perundang-undangan pajak penghasilan dengan ketentuan kualifikasi usaha menurut peraturan perundang-undangan jasa konstruksi. Penyandingan ini dilakukan untuk memperjelas interpretasi yang berasaskan pada 3 (tiga) asas dalam contextualism.
Erly Suandy menyatakan bahwa pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh[footnoteRef:35]. [35:  Erly Suandy, op. cit, h. 43] 

Penginterpretasian kualifikasi usaha, telah memenuhi 3 (tiga) asas dalam contextualism, yaitu :
1. Asas Noscitur a Sociis
Artinya, suatu kata kualifikasi usaha yang ditujukan pada satu kriteria tertentu pada perundang-undangan pajak penghasilan harus memiliki keterkaitan dengan suatu kata kualifikasi menurut kriteria tersebut.
2. Asas Ejusdem Generis
Artinya, satu kata kualifikasi usaha yang diterbitkan oleh LPJK dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya menurut peraturan perundang-undangan.
3. Asas Expressio Unius Exclusio Alterius
Artinya, kalau satu konsep kualifikasi usaha sudah digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. 
Dengan penginterpretasian ini mampu menjawab konflik aturan (vague norm) atas kualifikasi usaha yang selama ini belum terjawab untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Dengan penginterpretasian ini, maka pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi sudah telah memenuhi dalam beberapa hal yang menyebabkan kepastian, yaitu[footnoteRef:36]: [36:  R. Mansury, op. cit, h. 5] 

1. Harus pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak
Interpretasi ini memperjelas pihak yang dikenakan pajak atas jasa konstruksi berdasarkan kepemilikan kualifikasi usaha yang dikeluarkan oleh LPJK atau tidak.
2. Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajak kepada subyek pajak Penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh pelaku jasa konstruksi merupakan dasar yang jelas untuk mengenakan pajak atas jasa konstruksi.
3. Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak
Penginterpretasian yang sudah jelas atas kualifikasi usaha jasa konstruksi ini juga memberikan kejelasan dan kepastian besarnya tarif pajak yang dikenakan bagi pelaku jasa konstruksi.
4. Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terhutang tersebut harus dibayar.
Jumlah pajak yang harus dibayar telah diketahui dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan besarnya tarif pajak tersebut, harus disetor melalui bank persepsi maupun kantor pos yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga penerima setoran pajak.
Untuk memperjelas interpretasi dalam rangka menyelesaikan konflik aturan mengenai kualifikasi usaha jasa konstruksi ini, maka dapat diselesaikan dengan asas preferensi hukum.
Pengaturan mengenai kualifikasi usaha tidak memiliki kualifikasi usaha dalam kategori jasa konstruksi yang dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final diatur dalam PP No. 51 Tahun 2008 juncto PP No. 40 Tahun 2009. Konsep Jasa Konstruksi yang dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh adalah yang memiliki kualifikasi usaha. Sedangkan Jasa Konstruksi yang dikenai Pasal 23 UU PPh adalah yang tidak tidak memiliki kualifikasi usaha.
Maka, berdasarkan asas lex superiori derogat legi inferiori maka Pasal 23 UU PPh lebih unggul dari pada Pasal 3 PP No. 51 Tahun 2008 juncto PP No. 40 Tahun 2009. Dengan demikian, merujuk pada pengaturan mengenai kualifikasi usaha jasa konstruksi yang menjadi “syarat kunci” agar masuk dalam kategori jasa konstruksi yang dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final, maka jika tidak memiliki kualifikasi usaha maka tidak dikenai Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh, melainkan dikenai Pasal 23 UU PPh.
C. PENUTUP
Kesimpulan
Dari pembahasan diatas, dapat diambil 2 (dua) kesimpulan, yaitu:
a. Karakteristik yang membedakan pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang bersifat final dengan pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang bersifat tidak final adalah kualifikasi usaha yang dimiliki oleh pelaku jasa konstruksi, baik pelaku jasa konstruksi berbentuk badan usaha maupun pelaku jasa konstruksi berbentuk orang perseorangan. Apabila pelaku jasa konstruksi memiliki kualifikasi usaha, maka dikenai pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final. Dan apabila pelaku jasa konstruksi tidak memiliki kualifikasi usaha, maka dikenai pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh untuk pelaku jasa konstruksi berbentuk badan usaha dan dikenai pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 UU PPh untuk pelaku jasa konstruksi berbentuk orang perseorangan.  
b. Interpretasi dan/atau asas preferensi hukum yang telah memenuhi 3 (tiga) asas dalam contextualism mampu menjawab konflik aturan (vague norm) yang selama ini memberikan ketidakpastian hukum terkait pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Pengaturan mengenai kualifikasi usaha menjadi “syarat kunci” dalam kategori jasa konstruksi yang dikenai pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh yang bersifat final. dan apabila tidak memiliki kualifikasi usaha maka tidak dikenai pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU PPh, melainkan dikenai pajak penghasilan Pasal 23 UU PPh.

Saran
Hasil penelitian ini memberikan saran untuk perbaikan, yaitu :
a. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu melakukan review secara komprehensif terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan terutama terkait Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pelaku usaha jasa konstruksi.
b. Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan terutama terkait PPh atas jasa konstruksi agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, sehingga tidak menimbulkan konflik aturan.
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